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PERCEPATAN PENYELESA賞AN叩GGAKAN PTUTANG

UANG PENGGAN↑重DAI,AM PERKARA TI]mDAK P賞DANA KoRUPS賞

NOMOR: B・10131C/chk.21 1212023

NOMOR: PAS・ 13.HH.o4.05 TAHUN 2o23

Pada hari ini Jumなt tanggal delapan, bulan Desember tahun dua ribu dua

puluh tiga (08/ 12/2O23), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. Dr. BAMBANG　　　: Selaku Jaksa Aglmg Muda Pembinaan,

SUGENG RUKMONo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nam息

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Kej aksaan Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin

Nomor l Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

12160,　Selanjutnya disebut PIHAK

PER冒Ai晴A.

Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan Veteran No. 11,

RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,

Jakart蹟Pusat lOl lO, Sela巧umya di§ebut

P量HAK REDUA.



KeIja Sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia juga memiliki kerja sama di bawah

Nota Kesepahaman Nomor: O3/KMA/NK/VI/2022, Nomor: 03/NK-

Polhukam/6/2022, Nomor: M.HH-3.HH.O4.O5 Tahun　2022, Nomor:

134/MoU/M.KOMINF0/HK.04.02/O6/2O22,　　　Nomor:　　　NK

O4/M.PPN/O6/2022, Nomor: 4 Tahun 2022, Nomor: NK/ 16/VI/2022,

Nomor: 33　Tahun　2O22, Nomor: NK/17/VI/RA/HK.02/2022/BNN,

Nomor:　PERJ. 1 1 O/ KABSSN/ HK.O7.O l /O6/ 2022 ,　Nomor:　NK-

03/KSP/O6/2022 tangga1 21 Juni 2O22 tentang Pengembangan dan

Implementasi Sistem Peradilarl∴Pidana Terpadu Berbasis TeknoIogi

Informasi.

Dengan memperhatikan peraturan pemndang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor　76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang KQjaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　4401)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l l tahun
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202 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4

tentang K匂aksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2021 Nomor　298, Tambahan IJembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6755) ;

3. Undang-Undang Nomor　22　Tahun　2022　tentang Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor　29O,

Tambahan I禽mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 20 10 tentang Organisasi dan Tata

Ke重ja KQjaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 5 Tahun 202 1

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

201O tentang Organisasi dan Tata KeIja Kejaksaan Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 67) ;

6. Peraturan Presiden Nomor　32　Tahun　2O21 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor lO6);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O23 tentang Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 32);

8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/O7/2017　tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor l O69) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor l Tahun

2O22 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Aglmg Nomor

PER-OO6/A/JA/ O7/ 20 1 7 tentang Organisasi dan Tata Ke重ja K匂aksaan



Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O22

Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

.Nomor 39 Tahun 2O 16 Tentang Sistem Database Pemasyarahatan; dan

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya Prm PIHAK sepakat untuk membuat PeIja可ian Ke寄a Sama

guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas

Penegakan hukum terkait eksekusi pidana tanbahan uang pengganti guna

Penyelesaian tunggakan piutang uang pengganti dalam perkara tindak

Pidana korupsi’dengan ketentuan sebagai berikut:

P種s血重

職AKSUD DAN ↑UJUAN

(1) Pe重ja可ian KeIja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK

dalam melaksanakan percepatan penyelesaian tunggakan piutang uang

Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

(2) Tujuan Ke重ja Sama ini adalah:

a. terw可udnya sinergi, kolaborasi dan integrasi data dari ]鵬血A

PIHAK untuk mengefekti]kan proses penegakan hukum serta

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap伽加oc庇uan getL所Sd匂terkait pidana tambahan uang

Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis Teknologi

Informasi; dan

b. meningka血ya akuntabilitas dalam penyelesaian piutang pidana

tambahan uang pengganti atas putusan perkara tindak pidana

korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukun tetap (in krcIC加

t/an geLl/びSd匂berbasis Teknologi Informasi.
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RUANG L重NGKUP

Ruang lingkup Pe重jar寄ian Ke重ja Sama ini meliputi:

a. Pertukaran dan pemar]ぬatan data dan/atau informasi berbasis

teknoIogi informasi dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan uang

Pengganti atau peItiara pengganti atas piutang pidana tambahan uang

Pengganti; dan

b. Penyelarasan keb竜akan.

P種8血3

PERTUKARAⅣ DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMAS重

BERBASIS富田KNOLOGI INFORMAS重DALA蘭PELAKSANAAN PUTUSAN

P量DANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI ATAU P田NJARA PENGGANT重

ATAS P暮U冒ANG PIDAⅣA TAMBAHAⅣ UANG PENGGAN↑I

(1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pidana tambahan uang

Pengganti atau per互ara pengganti atas piutang pidana tambahan uang

Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (あk舶C撮uan g鋤/窮d功

PAJRA∴PIHAK saling melakukan pertukaran data melalui sarana

Tekno宣ogi Informasi.

(2) PIHAK PERTAMA melakukan input data Surat Perintah Pelaksanaan

Putusan Pengadilan (P-48) , Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik

Terpidana (P-48 A) , Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana

(Pidsus-38A), dan risalah lelang atas harta benda Terpidana yang

berhasil dilelang ke dalam aplikasi Cαse J肋れqge動鳩加Sgiv調‘cMS)

terintegrasi dengan aplikasi Slsten Dα‡αbαSe Pemasy種mなatan lSDP)

melalui SPPr-TI.

(3) Apabila dari hasi=elang harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk

membayar pidana tambahan uang pengganti, maka PIHAK PERT創晴A

membuat dan menginput Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti

(SP4) ke dalam aplikasi Cαse j耽肌qge肋e競S白岡暖の(C蘭S) terintegrasi



dengan aplikasi Si8te血Dα鋤励se Pe回議8yamlmtan (SDP) melalui

SPPトTI.

(4) Apabila Terpidana membayar pidana tambahan uang pengganti secara

tunai dan sekaligus, maぬP量HAK PERTAMA membuat tanda terima

Pembayaran uang pengganti (form D-3) dan diinput ke dalam aplikasi

CαSe鳳のmageの職能Sgiv請(cMS) terintegrasi dengan aplikasi Si8tem

Dαtd加LSe Peかasya賀田重機血n (SDP) melalui SPPトTI.

(5) Apabila Terpidana membayar uang pengganti dengan cara bertahap,

maka PIHAK PERTA蘭A membuat tanda terima pembayaran uang

Pengganti (form D-3) dan membuat Surat Penetapan Pidana Perもara

Pengganti (SP4) pada setiap tahap pembayaran serta diinput ke dalam

aplikasi CαSe mnqタe細心eれt Sgiv競(CMS) terintegrasi dengan aplikasi

Sisten Dα血b葛匹抵Pe皿asyamkatan (SDP) melalui SPPT-TI.

(6) Dalam hal putusan hakim menyatakan barang bukti dirampas untuk

negara dan diperhitungkan sebagai pidana tanbahan uang pengganti,

PIHAK PE棚田segera melakukan pelelangan’menyetOrkan uang

hasil lelang ke kas negara’membuat tanda terima pembayaran uang

Pengganti (fom D-3) serta diinput ke dalam aplikasi Cαsc rmnqgCれte加

SgSte調lC蘭S) terintegrasi dengan aplikasi SIste調　Dαtα心αse

Pen鵬y種m重機tan (SDP) melalui SP門-TI, disertai Surat Penetapan

Pidana PeI互ara Pengganti (SP4) apabila hasil lclang dari barang

rampasan tersebut tidak mencukupi untuk pembayanm pidana

tambahan uang pengganti.

(7) PIHAK K田DUA membuat keterangan/data ekspirasi seluruh

narapidana tindak pidana korupsi yang berisi tentang perkiraan

narapidana selesai mer寄alani pidana pokok per互ara, diinput ke dalam

aplikasi Sぬte皿Dαtめ`噌e Permsyam血t種n (SDPl yang terintegrasi

dengan aplikasi Cαse rmれage調容れt S!価の(CMS) melalui SPPr-TI.

(8) Berdasarkan data ekspirasi narapidana yang akan selesai mer寄alani

Pidana pokok, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Jaksa selaku

Bksekutor me聖rb地姐n Surat Tagihan Uang Pengganti (fom D-1) dan

diinput ke dalam aplikasi CαSe　棚減南峰ge競eれt S!陶暖調(CMS)



terintegrasi dengan aplikasi Si8te皿Dα飯血se Pem綿y種調農機tan (SDP)

melalui SPPT-TI.

(9) Tetapi apabila Terpidana tidak membayar pidana tambahan uang

Pengganti dan setelah dilakukan pencarian harta benda milik terpidana

tidak diperoleh lagi harta benda milik terpidana, maka Jaksa

menerbitkan Surat Pemyataan tidak sanggup melunasi pembayarm

uang pengganti (form-D2) dan Surat Penetapan Pidana Per可ara

Pengganti (SP4) serta diinput ke dalam aplikasi CαSe M寄れqge"鳩競

Sgs快調(CMS) terintegrasi dengan aplikasi SIsten Oα餌basc

Pe血asyamhtan (SDP) melalui SPPT-TI.

(10) PIHAK KEDUA membuat keterangan/data ekspirasi seluruh

narapidana tindak pidana‾ korupsi yang berisi tentang perkiraan

narapidana selesai me巾alani pidana perもara pengganti dan diinput ke

dalam aplikasi S18te血　如t血roe Pe皿種さyam電柵t紬(SDP) yang

terintegrasi dengan aplikasi CαSe m鷹叩ge"膨れt Sys韓競lCMS) melalui

SPPトTI.

( 1 1) Dalam hal narapidana tidak membayar uang pengganti tetapi me書直ani

Pidana peI可ara subsidair uang pengganti, P暮HAK KEDUA membuat

Surat lepas serta diinput ke dalan aplikasi Sistem Dαきαbαse

Pema8yaraht種n lSDP) yang terintegrasi dengan ap此asi Cαse

棚和議優gc調e加Sgr§te調(cMSl melalui SP門-TI, Sebagai dasar PIHAK

P隙TrmA mengusulkan penghapusan piutang pidana tambahan uang

Pengganti.

(12) HHAK KEDUA membuat surat keterangan jika terdapat narapidana

yang meninggal dunia atau dipindah tempat pembinaannya ke Lembaga

Pemasyarakatan lain dan diinput ke dalam aplikasi SIstem Dα録長調匿e

Pe皿asya重alI種tan lSDP) yang terintegrasi dengan aplikasi Cαse

棚n`留eme競Sgiv観lCMS) melalui SPPr-TI.
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P田績軸はSANAAN DAN PENYELARASAN KEB重JAKAN

(1) PeIjanjian ke車a sama ini dilaksanakan melalui mekanisme pertukaran

data SPPトTI.

(2) Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan

P叫usan pidana perriara pengganti atas piutang pidana tambahan uang

Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang mempunyai

kekuatan hukum tetap (ね　た調c庇　t/an geu/㌍dq), rurm PIHAK

melakukan penyelarasan dan akselerasi teknis terkait sarana TeknoIogi

Informasi sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

P種剛直5

P田JABAT PENGHUBUNG

PA鼠A 】門HAK menurjuk penanggしIng jawab sebagai penghubung dan

PerWakilan untuk pelaksanaan Perjar寄ian Ke重ja Sama ini, yaitu:

種.　PIHAK PERTAMA

l) Tingkat K匂aksaan Agung:

a) Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;

b) Kepala Pusat Daskrimti pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;

dan

C) Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi

Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

2) Tingkat K匂aksaan Tinggi:

a) Asisten Pembinaan pada KQjaksaan Tinggi; dan

b) Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi.

3) Tingkat KQjaksaan Negeri:

a) Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri; dan

b) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri.

4) Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri: Kepala Cabang KQjaksaan

Nege止



b.　P重HAKKEDUA

、 1) Tingkat msat: Direktur Tekno宣ogi Infomasi dan Ke重ja Sama.

2) Tingkat Kantor Wilayah: Kepala Divisi Pemasyarakatan.

3) Tingkat Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan: Kepala Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

血s血6

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PeIja坤an Ke垂Sama

ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK

Se Suai ketentuan peraturan perundang-undangan.

職8山7

JANGKA WAKTU

(1) Pe重ja可ian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal

Penandatanganan sampai dengan berakhimya jangka waktu Nota

Kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun

2O2O dan M.HH-O2.HH.O5.O5 Tahun 2O2O tangga1 2O Februari 202O

tentang Kerjasama Dalam Rangka Op血nalisasi Tugas dan Fungsi di

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Pe重ja可ian Ke寄a Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhimya jangka

Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu

memberitahukan secara tertulis kepada. pihak lainnya selambat-

lambatnya 3O (tiga puluh) hari kalender sebelum Pe寄aItiian Ke重ja Sama

diakhiri.



P種8血8

KERAHASⅡuしⅣ

(l) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan dan keamanan data

dan/atau informasi yang diterima melalui sarana teknoIogi informasi

terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan data dan/atau informasi hanya dapat digunakan sesuai

dengan tujuan yang disepakati PARA P重HAK.

続ls種19

SOS重AL量SASI, MON重TORING DAN EVAI,UASI

PA最A PIHAK melakukan sosialisasi, mOnitoring dan evaluasi kepada seluruh

Satuan keIja di bawah masing-maSing PARA P霊HAK baik secara sendiri-

Sendiri maupun bersama-Sana ataS Pelaksanaan Pe重ja互ian Ke重ja Sama ini

Paling sedikit l (Satu) kali dalan setahun atau sesuai kebutuhan atas

kesepakatan FARA PIHAK.

P種s血lO

KETEN↑UAN LA量N-LA重N

(1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan

PeIjanjian Ke章ja Sama ini akan diselesaikm oleh PARA P重HAK secara

mueyawarah untuk mufakat.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pe重jarjian Ke重ja Sama ini alrm diatur

dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum Pe章jaI互ian KeIja

Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Pe重jarjian KeIja Sama ini.



P種8血宣宣

P田ⅣUTUP

PeIjaI可ian KeIja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat

Sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-maSing

bemeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukun yang sama setelah

ditandatangani oleh PA脈A P重HAK.

Demikian Pe寄aI互ian Ke寄a Sama ini dibuat dengan semangat ke重ja sama yang

baik untuk dipatuhi dan dilak§anakan oleh PARA PIHAK.


